


BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
NOMOR    TAHUN 2024

TENTANG

SALINAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG
[bookmark: _Hlk164919018]NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,


	Menimbang
	:
	a.  bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum serta untuk menunjang kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang perlu diubah;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang.

	
Mengingat
	
:
	
[bookmark: _Hlk164915639]1.	Undang-Undang    Nomor    14    Tahun    1950    tentang Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang  dengan  Mengubah  Undang-Undang  Nomor  14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 2851);




2. Undang-Undang …


[bookmark: _Hlk164915809]2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor    47,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4286);
3.  Undang-Undang    Nomor    1    Tahun    2004    tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.  Undang-Undang    Nomor    15    Tahun    2004    tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor    66,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4400);
[bookmark: _Hlk164934701]5.  Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun  2000  tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan  Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor   210,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4028);
8.	Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang   Sistem   Informasi   Pemerintah   Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2020
Nomor 1781);
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11. Peraturan Daerah …



11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sumedang  Tahun  2012Nomor   13,   Tambahan   Lembaran   Daerah   KabupatenSumedang Nomor 7);
[bookmark: _Hlk164921373][bookmark: _Hlk164921587]12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 7);13. 
[bookmark: _Hlk164921556]13. Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021  tentang   tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
[bookmark: _Hlk164936328]14. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022 tentang  Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
[bookmark: _Hlk164936272]15. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 130);



MEMUTUSKAN:

[bookmark: _Hlk164919126]Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG


Pasal 1

Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 nomor 9) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :




Pasal 3A

Dalam hal Bupati dan/ atau Wakil Bupati diberhentikan dan/atau berhalangan sementara dan/ atau berhalangan tetap maka pembagian alokasi besaran belanja Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 seluruhnya diberikan kepada Penjabat Bupati dengan syarat tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.
 (
- 
2
 
-
)
 






Pasal 2

Peraturan    Bupati    ini    mulai    berlaku    pada    tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.



Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 


BUPATI SUMEDANG, ttd


Diundangkan di Sumedang pada tanggal   

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR……. 

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
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